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Abstrak 
Kondisi obyektif menujukan bahwa paling tidak ada 385 jenis pelayanan publik yang 
diberikan aparatur kepada masyarakat. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam 
pengembangan kompetensi aparatur pemerintah desa untuk memiliki kompetensi dalam 
memberikan pelayanan public adalah melalui  pengembangan kompetensi aparatur 
pemerintah desa yang berlandaskan, berdasarkan, dan berpedoman pada pengembangan 
kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini bertujuan menganalisis 
pengembangan kompetensi aparatur desa sehingga memiliki kompetensi, kualifikasi dan 
kinerja ideal untuk melakukan suatu pekerjaan pada jabatan tertentu. Metode penelitian 
yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Hasil yang diharapkan adalah sebuah dokumen analisis kebutuhan pelatihan 
aparatur pemerintah desa yang disesuaikan dengan kondisi terbaru organisasi dalam 
rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. kompetensi ASN yang 
dibutuhkan saat ini bukan hanya yang piawai dalam hal teknis, tetapi yang juga memiliki 
kompetensi soft skill yakni kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, 
kreatif, manajemen manusia. Selanjutnya kemampuan berkoordinasi, kecerdasan 
emosional, penilaian dan membuat keputusan, orientasi pelayanan, negosiasi, dan 
fleksibilitas kognitif.  
Kata Kunci: Pengembangan Kompetensi; Aparatur Pemerintah Desa; 
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PENDAHULUAN 
Salah satu organisasi pemerintah 
terkecil di Indonesia adalah Desa. Definisi 
Desa menurut Undang-undang nomor 6 
tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau 
yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Sedangkan menurut 
Mashuri Maschab (2013), ketika 
membicarakan desa bahwa sekurang-
kurangnya terdapat beberapa definisi. 
Pertama, pengertian secara sosiologis, yang 
menggambarkan suatu bentuk kesatuan 
masyarakat atau komunitas penduduk yang 
tinggal dan menetap dalam suatu 
lingkungan, dimana antara mereka ‘saling 
mengenal dengan baik dan corak kehidupan 
mereka relatif homogen, serta banyak 
bergantung pada kebaikan-kebaikan alam.  
Kedua, merupakan pengertian desa 
dalam konteks ekonomi, yaitu desa sebagai 
suatu lingkungan masyarakat yang berusaha 
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari 
dari apa yang disediakan alam sekitar. 
Ketiga, merupakan pengertian politik, dimana 
desa sebagai suatu organisasi pemerintahan 
atau organisasi kekuasaan yang secara politis 
memiliki wewenang tertentu karena 
merupakan bagian dari pemerintahan negara.  
Kondisi obyektif menujukan bahwa 
berdasarkan penelitian, Lijan 2014 (dalam 
shokib dan Rusmiwari 2016) mengatakan bahwa 
paling tidak ada 385 jenis pelayanan publik yang 
diberikan aparatur kepada masyarakat, mulai 
dari urusan akte kelahiran sampai urusan surat 
kematian. Semua jenis pelayanan tersebut 
disediakan dan diberikan kepada masyarakat 
oleh aparatur pemerintah, baik aparatur yang 
ada di pusat maupun di Daerah, secara umum 
belum banyak memuaskan masyarakat. Hal 
demikian terlihat masih banyak masyarakat 
yang mengajukan pengaduan dan keluhan, baik 
itu melalui media massa maupun langsung ke 
pemerintah yang bersangkutan.  
Rendahnya kompetensi aparatur 
pemerintah desa merupakan salah satu faktor 
utama yang menyebabkan hal tersebut bisa 
terjadi. Pengembangan kompetensi dan pola 
rekrutmen awal yang baik merupakan beberapa 
solusi untuk mengatasi permasalahan gap 
kompetensi aparatur pemerintah desa tersebut. 
Apalagi jika Permendagri Nomor 83 Tahun 2016 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat desa, telah memperhatikan 
kompetensi minimal yang dimiliki oleh para 
calon aparatur pemerintah desa, gap tersebut 
tidak akan terlalu besar. Sehingga diharapkan, 
penanganan dini terhadap permasalahan 
kualitas pelayanan publik yang rendah pada 
pemerintah desa dapat dimulai dari proses 
rekruitmen yang baik dan benar dengan 
berlandaskan prinsip Good Governance. 
Tuntutan reformasi birokrasi saat ini jelas 
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bahwa aparat birokrasi harus dapat bersikap 
dan berperilaku seperti yang diinginkan 
masyarakat, yaitu pemberian pelayanan 
publik yang mudah, murah, cepat, tepat 
waktu, serta tidak berbelit-belit (Dwiyanto 
et.al., 2006:235). 
Tahap selanjutnya yang bisa 
dilakukan adalah pengembangan kompetensi 
melalui pendidikan dan pelatihan aparatur 
pemerintah desa. Hal tersebut juga dilakukan 
untuk mendukung terciptanya pelayanan 
publik yang baik oleh aparatur pemerintah 
desa yang berkompeten serta pengurangan 
gap kompetensi yang dimiliki oleh aparatur 
pemerintah desa itu sendiri. Wyatt (dalam 
Fuad & Ahmad, 2009: 19-21) mendefinisikan 
kompetensi sebagai kemampuan 
melaksanakan kerja yang didukung oleh 
pengetahuan (knowledge), keterampilan 
(skill), dan sikap (attitude). Pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap dapat diamati dan 
diterapkan secara kritis untuk mencapai 
tujuan organisasi yang merupakan kontribusi 
pribadi karyawan terhadap organisasinya.  
Kemudian pendapat lain dikemukakan 
oleh Chatab (2007:93-94,102) yang 
menyebutkan bahwa kompetensi adalah 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap 
sebagai faktor utama yang menggerakkan 
perilaku individu untuk mencapai kinerja 
tertentu. 
Pada hakekatnya setiap manusia dalam 
organisasi memiliki hak dan kewajiban untuk 
meningkatkan kualitas dan kompetensi 
dirinya. Hal tersebut terkadang tidak disadari 
oleh semua organisasi bahwa manusia 
merupakan aset yang paling penting dalam 
sebuah organisasi. Pengembangan kompetensi 
hendaknya dilakukan secara tersistem melalui 
manajemen sumber daya manusia yang 
integratif. Sumber daya manusia dalam 
organisasi pemerintah dikenal dengan Aparatur 
Sipil Negara (ASN).  
Sebagai profesi, ASN dituntut untuk 
dapat melayani masyarakat dengan baik secara 
efektif dan efisien. Pada organisasi pemerintah, 
tidak semua pegawainya merupakan ASN. 
Sebagaimana diketahui bahwa ASN adalah 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 
Banyak jenis istilah kepegawaian yang ada dan 
bekerja di organisasi pemerintah seperti, 
Tenaga Kontrak, Pegawai Pemerintah Non 
Pegawai Negeri (PPNPN), Tenaga Harian Lepas 
(THL), dan beberapa jenis kepegawaian lainnya.  
Aparatur pemerintah desa masuk ke 
dalam ranah Pegawai Pemerintah Non Pegawai 
Negeri (PPNPN) yang diangkat dan 
diberhentikan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia. Adapun peraturan yang berlaku saat 
ini adalah Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat desa yang kemudian diubah menjadi 
Permendagri No. 67 Tahun 2017. Sehingga 
seyogyanya manajemen sumber daya manusia 
aparatur pemerintah desa atau yang sering kita 
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mengacu pada manajemen Kepegawaian 
ASN saat ini. Minimal, dalam manajemen 
pengembangan kompetensi aparatur 
pemerintah desa. Kemudian pertanyaannya 
adalah bagaimana solusi yang bisa diambil 
dalam menyikapi permasalahan 
pengembangan kompetensi Aparatur 
pemerintah desa. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian tentang telaah 
pengembangan kompetensi aparatur 
pemerintah desa ini dilakukan  melalui 
pendekatan kualitatif dengan metode 
pengumpulan data berupa studi literatur, 
dengan menganalisis teori dan peraturan-
peraturan yang berkaitan dengan fokus 
penelitian. Analisis data dilakukan dengan 
memenuhi kaidah-kaidah penelitian kualitatif. 
 
PEMBAHASAN DAN DISKUSI 
Rivai (2009: 213) mengatakan bahwa 
diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan 
itu biasanya difokuskan pada upaya dalam 
meningkatakan produktivitas kerja aparatur, 
dengan melalui cara menyediakan 
pembelajaran mengenai keahlian-keahlian 
yang disesuaikan bidang kerjanya. Selain itu 
dapat membantu mereka dalam 
meningkatkan serta memperbaiki 
kekurangan-kekurangan dalam kinerja 
aparatur tersebut.  
Sule dan Saefullah (2009:205) 
mengemukakan pendekatan pengembangan 
pegawai melalui pendidikan dan pelatihan 
yaitu off the job dan on the job training. 
Program pelatihan pada umumnya dilakukan 
melalui metode off the job training yaitu 
pendekatan pelatihan di luar tempat kerja yang 
memberikan kesempatan pada pegawai untuk 
keluar dari rutinitas pekerjaan dan 
berkonsentrasi dalam mempelajari sesuatu yang 
berkaitan dengan pekerjaan. Sedangkan, 
pendekatan on the job training adalah 
pendekatan pelatihan yang diberikan ditempat 
kerja. 
Aparatur pemerintah desa harusnya 
memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan 
ASN dalam mengembangan kompetensinya. 
Sebagaimana termuat dalam PP 11 Tahun 2017 
Tentang Manajemen PNS bahwa Pengembangan 
kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling 
sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 
(satu) tahun. Kemudian PP 49 Tahun 2018 
Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja juga menyebutkan 
Pelaksanaan pengembangan kompetensi 
dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam 
pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian 
kerja. Hal tersebut dikarenakan tugas dan fungsi 
aparatur pemerintah desa salah satunya adalah 
memberikan pelayanan kepada masyarakat 
yang sama dengan tugas seorang ASN. 
Seperti termuat dalam Pasal 11 Undang-
undang ASN yang menyebutkan tugas seorang 
ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang 
dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, b. memberikan pelayanan publik 
yang profesional dan berkualitas dan c. 
mempererat persatuan dan kesatuan Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini yang 
masih belum sepenuhnya dipahami oleh 
stakeholder pembuat kebijakan. Ada 
beberapa alternatif solusi yang ditawarkan 
untuk mengatasi permasalahan kompetensi 
Aparatur pemerintah desa. 
Pengembangan Kompetensi Aparatur 
Pemerintah Desa Berbasis Kompetensi 
ASN 
Sebagaimana diketahui sesuai dengan 
Pasal 69 Undang-undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang ASN menyebutkan bahwa 
Kompetensi ASN dibagi menjadi beberapa 
bagian diantaranya yaitu, Kompetensi Teknis, 
Kompetensi Manajerial, dan yang terakhir 
adalah kompetensi Sosio-Kultural. Aparatur 
pemerintah desa juga hendaknya memiliki 
kompetensi tersebut di atas. Sehingga dapat 
mengerti tugas pokok dan fungsinya sebagai 
bagian dari pemerintah dalam memberikan 
pelayanan publik kepada masyarakat.  
Menurut Kepala Badan Kepegawaian 
Negara (BKN)  Bima Haria Wibisana 
mengatakan, perubahan lingkungan saat ini 
disebabkan pengaruh revolusi teknologi 4.0 
(sistem teknologi digital) kompetensi ASN 
yang dibutuhkan saat ini bukan hanya yang 
piawai dalam hal teknis, tetapi yang juga 
memiliki kompetensi soft skill. Adapun 10 
(Sepuluh) kompetensi soft skill yang 
dibutuhkan masa kini agar dapat menghadapi 
tantangan perubahan, disebutkan Bima, 
yakni kemampuan memecahkan masalah 
kompleks, berpikir kritis, kreatif, manajemen 
manusia. Selanjutnya kemampuan 
berkoordinasi, kecerdasan emosional, penilaian 
dan membuat keputusan, orientasi pelayanan, 
negosiasi, dan fleksibilitas kognitif  
a. Kompetensi Teknis  
Mengacu Undang-undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang ASN, Kompetensi teknis dapat 
diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, 
pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman 
bekerja secara teknis Kompetensi teknis 
merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh 
seseorang berkaitan dengan tugas pokok dan 
jabatan yang melekat padanya. Misalnya, 
seorang Bendahara harus memiliki kemampuan 
dan pengetahuan yang mumpuni di bidang 
keuangan dan anggaran. Kemudian seorang 
Analis Data dan Informasi, harus memiliki 
kemampuan dan pengetahuan olah data dan 
angka menggunakan aplikasi. Berkaitan dengan 
hal tersebut, pengembangan kompetensi 
aparatur pemerintah desa hendaknya 
disesuaikan dengan Tugas pokok dan jabatan 
yang melekat padanya. Misalnya, Kepala Urusan 
(Kaur) Keuangan diikutsertakan dalam kegiatan 
Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Keuangan Desa, kemudian 
Sekretaris Desa diikutsertakan dalam kegiatan 
Worksop Penulisan Tata Naskah Dinas dan 
Persuratan. Metode pengembangan kompetensi 
tersebut bisa berupa Pendidikan dan Pelatihan 
(Diklat), Workshop, Bimbingan Teknis (Bimtek), 
Coaching, Mentoring, Studi Banding dan 
beberapa jenis metode yang relevan lainnya.  
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kompetensi manajerial yang diukur dari 
tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau 
manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. 
Pada kasus Kepemimpinan Kepala Desa, 
strategi yang perlu ditingkatkan adalah 
kemampuan dalam penguasaan seni dan 
teori kepemimpinan, selain itu kemampuan 
dalam menyusunan peraturan desa; 
kemampuan dalam pengambilan keputusan; 
Kemampuan dalam negosiasi; dan  
Kemampuan dalam manajemen konflik; dan 
yang tidak kalah pentingnya adalah 
pemahaman dan penguasaan dalam 
komunikasi (LAN, 2009). Pengembangan 
kompetensi manajerial juga dapat diperoleh 
dari beberapa metode seperti, Diklat 
Kepemimpinan, Bimtek pembuatan Kebijakan 
dan Peraturan Desa, dan beberapa metode 
lainnya.  
c. Kompetensi Sosio-Kultural 
kompetensi sosial kultural yang diukur dari 
pengalaman kerja berkaitan dengan 
masyarakat majemuk dalam hal agama, 
suku, dan budaya sehingga memiliki 
wawasan kebangsaan. Dewi Sartika (2016) 
dalam penelitiannya tentang standar 
penyusunan kompetensi sosio-kultural 
mengatakan bahwa secara operasional, sub 
kompetensi sosio-kultural dapat didefinisikan 
sebagai: a. Mengelola keragaman lingkungan 
budaya; b. Membangun network sosial; c. 
Manajemen konflik; d. Empati sosial; e. 
Kepekaan Gender; f. Kepekaan difabelitas. 
Sehingga dapat diartikan bahwa kompetensi 
sosio-kultural merupakan kompetensi diluar 
kompetensi teknis dan manajerial yang harus 
dimiliki oleh seorang ASN sebagai sebuah 
profesi yang sejatinya telah tertanam dalam diri 
setiap manusia. Akan tetapi, kompetensi sosio-
kultural harus di tanam dan dipupuk setiap 
waktu agar senantiasa peka terhadap 
perubahan lingkungan. Aparatur Pemerintah 
desa pun harus memiliki kompetensi sosio-
kultural, karena justru merupakan street-level 
bureaucrat yang bersinggungan langsung 
dengan masyarakat. Kompetensi Sosio-kultural 
mutlak harus dimiliki oleh aparatur pemerintah 
desa.  
 
Analisis Jabatan (Job Analysis)  
Selain itu, menurut Gibson, Ivancevich, 
dan Donelly, (1993, h.38) analisis jabatan 
adalah proses pengambilan keputusan yang 
menerjemahkan faktor tugas, manusia, dan 
teknologi menjadi sebuah desain pekerjaan. 
Analisis jabatan berfungsi untuk mengumpulkan 
data secara sistematis dan membuat 
pertimbangan mengenai semua informasi 
penting yang berhubungan pekerjaan tertentu. 
Hasil analisis jabatan merupakan masukan 
terhadap banyak aktivitas sumber daya 
manusia. Analisis jabatan bertujuan untuk 
menyediakan suatu pemahaman yang 
mendalam tentang isi dan persyaratan 
pekerjaan bagi manajemen. 
Manfaat Analisis Jabatan Analisis jabatan 
merupakan proses pengumpulan fakta atau 
informasi mengenai seluk-beluk suatu 
pekerjaan. Menurut Sedarmayanti (2009, 
h.151), Manfaat yang dapat diperoleh dengan 
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adanya proses analisis jabatan, antara lain : 
a) Penarikan, seleksi dan penempatan 
pegawai; b) Sebagai petunjuk dasar dalam 
menyusun program latihan dan 
pengembangan; c) Menilai kinerja/ 
pelaksanaan kerja; d) Memperbaiki cara 
bekerja pegawai; e) Merencanakan 
organisasi agar memenuhi syarat/ 
memperbaiki struktur organisasi sesuai beban 
dan fungsi jabatan; f) Merencanakan dan 
melaksanakan promosi serta transfer 
pegawai; g) Bimbingan dan penyuluhan 
pegawai.  
 
Elemen Analisis Jabatan  
Analisis jabatan merupakan proses 
pengumpulan informasi tentang jabatan 
tertentu dan proses sistematis menentukan 
ketrampilan, tugas, dan pengetahuan yang 
diperlukan untuk melakukan pekerjaan 
tertentu dalam organisasi. Analisis jabatan 
mempunyai dua jenis informasi Sedarmayanti 
(2007, h.145), yaitu uraian jabatan dan 
spesifikasi jabatan: Uraian jabatan (Job 
description) Berdasarkan pendapat Dessler 
dalam bukunya ”Human Resources 
management” (2003, h.115), mendefinisikan 
bahwa uraian jabatan adalah suatu daftar 
tugas-tugas, tanggung jawab, hubungan 
laporan, kondisi kerja, tanggung jawab 
kepenyeliaan suatu jabatan-suatu produk 
dari analisis jabatan. Uraian Jabatan adalah 
satu pernyataan yang tertulis yang 
menerangkan kewajibankewajiban, kondisi 
kerja, dan aspek-aspek lain dari satu jawaban 
yang khusus Sirait 2006, h.53).  
Spesifikasi Jabatan (Job Specification) 
Berdasarkan pendapat Dessler (2003, h.115), 
mendefinisikan bahwa spesifikasi jabatan adalah 
suatu daftar dari tuntutan manusiawi suatu 
jabatan, yakni pendidikan, ketrampilan, 
kepribadian, dan lain-lain yang sesuai produk 
dari analisis jabatan. Wether dan Davis (1996) 
dalam Sirait (2006, h.55) memberikan definisi 
“Job specification descripbes what the job 
demans of employee who do it and the human 
skills that are required” spesifikasi jabatan 
menguraikan permintaan-permintaan dari suatu 
jabatan kepada pegawai yang mengerjakan 
jabatan tersebut dan ketrampilan-
ketrampilannya. 
Sebagaimana diuraikan di beberapa 
paragraf sebelumnya, manfaat dari analisis 
jabatan salah satunya adalah sebagai petunjuk 
dasar dalam menyusun program latihan dan 
pengembangan. Proses selanjutnya yang dapat 
dilakukan adalah melakukan analisis kebutuhan 
pelatihan aparatur pemerintah desa.   
 
Analisis Kebutuhan Pelatihan (Training 
Need Analysis) 
Analisis kebutuhan pelatihan merupakan 
salah satu proses dalam rangka mencari gap 
kompetensi pada suatu jabatan untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
jabatannya, yang kemudian dibandingkan 
dengan kompetensi pegawai yang tersedia 
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pengembangan kualitas pegawai, sebelum 
melakukan pelatihan (training), organisasi 
harus menentukan terlebih dulu kebutuhan 
training (Training Need Analysis). Training 
need analysis (TNA) dilakukan dengan tujuan 
untuk meningkatkan efektivitas training. 
Penilaian efektivitas training, tidak hanya 
dilihat dari output, tetapi outcome, yaitu 
peningkatan kinerja karyawan. Tanpa 
menentukan kebutuhan training, organisasi 
tidak dapat menjamin bahwa training akan 
memberikan hasil sesuai dengan tujuan. 
Menurut Rainbird (dalam Tim Biro 
Kepegawaian BKN, 2002:9), keberhasilan 
training dan development, tergantung pada: 
Training and development harus dikaitkan 
dengan tujuan jangka pendek,  Manajer lini 
harus berperan dalam training melalui 
pengenalan sistem penilaian kinerja yang 
akan menciptakan kemungkinan yang 
semakin besar dalam menafsirkan 
keuntungan training terhadap kinerja. 
 
KESIMPULAN 
Beberapa cara yang dapat dilakukan 
dalam pengembangan kompetensi aparatur 
pemerintah desa adalah membuat sebuah 
telaah pengembangan kompetensi aparatur 
pemerintah desa yang berlandaskan, 
berdasarkan, dan berpedoman pada 
pengembangan kompetensi Aparatur Sipil 
Negara (ASN). Sehingga aparatur pemerintah 
desa memiliki hak dan kewajiban yang sama 
dalam memperoleh pengembangan 
kompetensi minimal. Sebagaimana termuat 
dalam PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen 
PNS bahwa Pengembangan kompetensi bagi 
setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua 
puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. 
Kemudian PP 49 Tahun 2018 Tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja juga menyebutkan Pelaksanaan 
pengembangan kompetensi dilakukan paling 
lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 
1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.  
Setelah mengetahui hak dan kewajiban 
dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, 
pemerintah desa secara mandiri atau bisa 
dibantu dengan stakeholder terkait dapat 
melakukan kegiatan analisis jabatan yang 
berfungsi untuk melihat kompetensi ideal untuk 
melakukan suatu pekerjaan pada jabatan 
tertentu. Jadi, untuk menduduki jabatan 
tertentu minimal harus mempunyai kualifikasi 
dan kompetensi serta persyaratan jabatan 
minimal.  
Selanjutnya adalah melakukan kegiatan 
analisis kebutuhan pelatihan, yaitu sebuah 
upaya dalam rangka melihat gap kompetensi 
antara pegawai yang tersedia dengan standar 
kompetensi minimal sebuah jabatan. Hasil yang 
diharapkan adalah menghasilkan telaah 
kebutuhan pelatihan yang disesuaikan dengan 
kondisi terbaru organisasi dalam rangka 
memberikan pelayanan yang prima kepada 
masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Yabbar 
dan Hamzah (2015) yang mengatakan bahwa 
asas penyelenggaraan pemerintahan desa 
diantaranya: 
a. Kepastian hukum; 
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Asas ini memandang masyarakat desa 
harus bisa menjunjung tinggi hukum 
tanpa ada upaya diskriminatif terhadap 
beberapa oknum atau golongan tertentu.   
b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;  
Merupkan asas yang melandaskan pada 
keteraturan, keserasian, dan 
keseimbangan dalam pengendalian 
penyelenggaraan pemerintah desa. 
c. Tertib Kepentingan Umum;  
Merupakan asas yang mendahulukan 
kesejahteraan umum dengan cara yang 
aspiratif, akomodatif dan selektif. 
d. Keterbukaan;  
Asas yang menjunjung tinggi nilai-nilai 
transparansi tentang keterbukaan 
informasi dalam berbagai upaya 
penyelenggaraan pemerintahan desa, 
mulai dari perencanaan kegiatan atau 
anggaran hingga hingga evaluasi 
kegiatan.  
e. Proforsionalitas; 
Merupakan asas yang menekenkan pada 
keseimbangan antara hak dan kewajiban 
penyelenggaraan pemerintahan desa.   
f. Profesionalitas;   
Merupakan asas yang menjunjung tinggi 
kode etik jabatan dengan tugas pokok 
dan fungsi jabatan aparatur pemerintah 
desa dalam melakukan pelayanan kepada 
masyarakat.  
g. Akuntabilitas;   
Merupakan asas yang menentukan 
bahwa segala bentuk kegiatan harus 
dapat dipertanggungjawabkan kepada 
Legislatif desa dan masyarakat sebagai 
pengguna layanan. Akuntabilitas ini 
mencakup akuntabilitas vertikal dan 
horizontal  
h. Efektivitas dan Efisiensi; 
Merupakan asas yang menekankan pada 
ketepatan program sesuai dengan tujuan 
yang telah ditetapkan sebelumnya, terutama 
terkait dengan manfaat yang dirasakan oleh 
pengguna layanan.  
i. Kearifan Lokal; 
Merupakan asas yang menekankan pada 
pentingnya melihat kearifan lokal desa 
sebagai pedoman dalam membuat program 
atau kebijakan di desa termasuk di 
dalamnya adalah pemberian pelayanan 
kepada masyarakat. 
j. Keberagaman;  
Adanya asas yang menekankan pada tidak 
diperkenankannya diskriminasi terhadap 
golongan masyarakat tertentu. 
k. Partisipatif.  
Penyelenggaraan pemerintahan desa harus 
mampu merangkul semua unsur 
kelembagaan desa, termasuk di dalamnya 
adalah unsure masyarakat itu sendiri. 
Aparatur pemerintah desa yang berkompeten, 
merupakan salah satu modal penting dalam 
memenuhi asas-asas penyelenggaraan 
pemerintah desa yang diharapkan. 
Kepada stakeholder terkait dengan 
pembinaan aparatur desa untuk lebih bisa 
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hak dan kewajiban aparatur pemerintah desa 
dalam mengembangkan kompetensinya. 
Selanjutnya, pemerintahan desa hendaknya 
diberikan sebuah pengetahuan atau pelatihan 
pembuatan analisis kebutuhan pelatihan 
(Training Need Analysis) dan Analisis Jabatan 
(Job Analysis). Kedua hal tersebut bisa 
dilakukan melalui kerjasama dengan 
Lembaga Diklat Kementerian Desa dan 
Daerah Tertinggal serta Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri). Kemudian hal yang 
bisa disarankan adalah revitalisasi 
manajemen kepegawaian Aparatur 
Pemerintah Desa. Sebagaimana dijelaskan 
pada uraian di atas bahwa, aparaur 
pemerintah desa bukan termasuk ke dalam 
ASN, PPPK, atau Tenaga Honorer. Maka dari 
itu diperlukan sebuah studi lebih lanjut 
bagaimana status kepegawaian yang ideal 




Chatab, Nevizond. 2007. “Diagnostic 
Management”. Jakarta: Serambi Ilmu 
Semesta. 
Dessler, G. (2003.) Manajemen 
Sumber Daya Manusia. Jilid 2. Edisi 
Kesembilan. PT Indeks Kelompok Gramedia, 
Jakarta.  
Dewi Sartika. 2016. “Penyusunan 
Standar Kompetensi Sosio Kultural Untuk 
Jabatan Pimpinan tinggi di Pemerintah 
Daerah”. Jurnal Transformasi Administrasi, 
Volume 6, Nomor 01, Tahun 2016 
Dwiyanto, Agus et.al. 
2006. “Reformasi Birokrasi Publik di 
Indonesia”. Yogyakarta: Gajah Mada University 
Press. 
Fiki Ariyanti. 2018. PNS Zaman Now 
Harus Punya 10 Kompetensi Ini 
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3447380/
pns-zaman-now-harus-punya-10-kompetensi-ini. 
Diakses tanggal 13 Februari 2019 
Fuad, Noor & Ahmad, Gofur. 
2009. “Integrated HRD”.Jakarta: Grasindo 
F.H Wismono. 2015. “Membentuk 




kompeten?page=all. Diakses pada tanggal 13 
Februari 2019  
Gibson, J.L., J.M. Ivancevich,., & J.H. 
Donnelly (1993) Organizations, Behavior, 
Structure, Processes. Dialih bahasakan oleh 
Djoerban Wahid. Jakarta: Erlangga.  
Irwan Fathurrochman. 2017. 
“Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur 
Sipil Negara (Asn) Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (Stain) Curup Melalui Metode Pendidikan 
Dan Pelatihan”. Manajer Pendidikan, Volume 11, 
Nomor21, Maret 2017, hlm. 120-129 
Maschab, Mashuri. 2013. “Politik Pemerintahan 
Desa di Indonesia”. Polgov. Fisipol UGM. 
Yogyakarta 
LAN. 2009. “Peningkatan Kinerja 
Aparatur Pemerintah Daerah”. Pusat Kajian 
Kinerja Otonomi Daerah.  
Rivai, Veithzal, Ella Jauvani Sagala. 
2009. “Manajemen Sumber Daya Manusia Dari 
Teori ke Praktik”. PT RajaGrafindo Persada 
Sedarmayanti (2007) Manajemen 
Sumber Daya Manusia (Reformasi Birokrasi dan 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil). Refika 
aditama. Bandung.  
Shokib dan Rusmiwari, Sugeng. 2016. 
Pengembangan Kompetensi Aparatur dalam 
  
 
JPALG, Vol 3 (2), (2019): hlm 105-115  
Perspektif Pengelolaan dan Pelayanan Umum 
di Kantor Desa. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik. ISSN. 2442-6962 Vol. 5, No. 2 
(2016). 
Sirait T.J. (2006) Memahami Aspek-
Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia 
Dalam Organisasi. Grasindo, Jakarta.  
Sule, Ernie Tisnawati dan Saefullah. 
2009. Pengantar Manajemen. Kencana 
Prenada Media Group. Jakarta. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
Tentang Aparatur Sipil Negara 
PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS  
PP 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  
Permendagri Nomor 83 Tahun 2016 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 
desa 
Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Pertama Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat desa 
 
